BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang

Mengingat

I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan  asal 10 avat | 2)
Peraturan  Pemerintah Nomer 35 Tahun 2019 ientang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gajl. Pensiun, alau Tunjangan Ketiga
[Relas kepada Pegawai Negeri Sipil. Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Neguara Republik  Indonesia.
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  lenfang  Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga  1B3elas
kepada DBupatl, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat  Dacrah. dan  Pegawai  Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ientang
Pembenfukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomar 9) sebagai
Undang-Undang (Lembraran Negara Repuhlik [ndonesia Tahun
1939 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesta Nomor 18.20) scbhagaimana telah beberapa  kali
ditthah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
rentang Pemhentukan Daerah Tingkat [ Tanah Laut, Dacrah
Tingkat 1T Tapin dan Darrah Tingkal [[ Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933
lentang Pembentukan Daerah Tingkat [T i Kealimantan
(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1965 Nomaor 51,
Tambahan Lembaran Negara Rehublik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentung Keuwangan

Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4+.28064;









Pasal 3

(1} Gaji dan tunjangan ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvar Daerah, dan PNS schagaimana dimaksud
dalam pasal 2 avat (1) yaitu schesar penghasilan pada bulan Juni.

() Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana maksud pada ayat (1)
belum dibavarkan schesar penghasilan yang seharusnyva  diterima karena
perubahan penghasilan, kepada vang bersangkutan terap diberikan sclisih
kekurangan penghasilan ketiga belas.

(3] Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pinpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan PNS
meliputi gaji pnkok/uang representasi. tunjangan keluarga, tunjangan jabatan
atau tunjangan umumn.

[+ Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum
sehagaimana dimaksud pada avat {3) merupakan gaji pokok/uuang representasi.
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum schagaimana
diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai gaii.

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ter i dari :

4. tunjangan jabatan struktural; dan
b, lunjangan jaharan fungsional.

16) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (3) tidak dikenakan potongan
iuran danyatau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan [Perundang-
undangan,

[7] Penghasilan scbagaimana dimaksud pada avat (3] dikenakan pajak penghasilan
sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Gaji dan tunjangan ketiga belas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah. dan PNS dibavarkan pada bulan  li.

Pasal 5
Pembavaran gaji dan runjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal
dibebankan pada DPA Satuan Kerja Peranglat Daerah teckait.

Pasal 6
Proses penerbitan dan pengajuan SPP. SPM dan 8P2D gaji dan tunjangan ketiga
belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAH 11

PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hard Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.






